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<b>ABSTRAK</b><br>

Laju pertumbuhan penduduk di Jakarta yang cukup pesat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang
semakin tinggi, memberi dampak ke segala sektor kehidupan masyarakat, seperti : sosial, ekonomi, politik,
budaya dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tersebut, antara lain disebabkan Jakarta
menciptakan dayatarik (full factor) bagi Daerah lain, ini karena besarnya peluang bagi dunia usaha (lihat
label 1), dan juga Jakarta berperan sebagai penampung akibat dari daya dorong (push factor) kemiskinan
desa yang menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota. Kedua faktor tersebut menjadi trigger off
(pemicu) masyarakat berurbanisas ke Jakarta.

<br><br>

Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan kehidupan yang keras yang pada
gilirannya menimbulkan masalah (problem) sosia, seperti PMKS. Orang-orang yang dikategorikan PMKS
adalah orang-orang yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor dari luar,
kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dalam melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial).
<br><br>

Salah satu Daerah yang masyarakatnya banyak berurbanisasi ke Jakarta dan banyak menjadi PMKS, antara
lain Propinsi Jawa Tengah. Itulah sebabnya masalah sosia (PMKS) yang ada di DKI Jakartatidak bisa
ditangani secara sepihak DK Jakarta sgja, tapi hams secara komprehensif artinya ditangani dari hulu ke
hilir. Konsep penanganan PMK'S secara komprehensif inilah, yang melahirkan kerjasama antara Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta dengan Propins Jawa Tengah.

<br><br>

Pel aksanaan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DK Jakarta dengan Propinsi Jawa Tengah dalam
penanganan PMKS, dievaluas dari aspek Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Adapun responden
yang dijadikan informan dalam penelitian adalah pejabat/unit sebagai penentu kebijakan (policy), pelaksana
program, pendukung program dan partisan.

<br><br>

Untuk mengevaluasi pel aksanaan kerjasama tersebut, digunakan metode evaluasi yakni membandingkan
sesuatu dengan suatu standard. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif, karena penelitian ini
hendak melihat dan meneliti pelaksanaan program penanganan PMKS, mencari umpan balik untuk
memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

<br><br>

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa temyata kesamaan visi sangat diperlukan dalam penanganan
PMKS dalam kaitan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DK Jakarta dengan Propins Jawa Tengah.
Kesamaan vis tersebut dapat dijadikan arah/pedoman di dalam melaksanakan kegiatan penanganan PMKS.
<br><br>
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Oleh karena itu, sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka sebagai rekomendasi kepada Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Tengah dapat diperbaiki hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk sub variabel Vig, perlu:

a. Ditingkatkan koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS.

b. Disosialisasikan visi penanganan PMK S kepada pejabat pimpinan unit serta ditetapkan strateginya

2. Untuk sub variabel Program, perlu :

a. Dibentuk Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakan

b. Ditegaskan bahwa program kerjasama antar Daerah harus terlebih dahulu dilakukan studi
kelayakanlkajian.

3. Untuk sub variabel Anggaran, perlu :

Persamaan perseps tentang masalah PMKS, artinya PMK S di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara
single ended harus disel esaikan secara komprehensif.

4. Untuk sub variabel Pengawasan, perlu :

Ditetapkan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pel aksanaan/kegiatan/proyek kerjasama antar
Daerah, artinya apakah programnya, hasilnya atau pel aksanaannya yang akan di evaluasi.



